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Abstrak :

CATATAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (9)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penilaian Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun
2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, 6. Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan
Umum; Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2; Ketentuan

Penutup.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, 3 Februari 2026.

Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012
dan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015.
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